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Abstract 
This study examines the system of buying and selling imported used clothing 
in Banda Aceh from the perspective of fiqh muamalah and analyzes it in terms 
of the element of gharar and DSN-MUI Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 on 
Sales Contracts. This study employs a qualitative method using an empirical-
juridical approach. The results indicate that the system for buying and selling 
imported used clothing in Banda Aceh involves three parties in the 
transaction: the seller, the buyer, and the distributor. The seller orders and 
purchases clothing from the distributor in bulk (in sacks) under an agreement 
that they cannot inspect the contents of the sacks. Once the goods reach the 
seller, the seller sorts the clothing by quality and washes it thoroughly before 
selling it to the buyer. In general, the practice of buying and selling imported 
used clothing in Banda Aceh complies with the pillars and conditions of a sale 
under Islamic law. However, when examining the transactions between sellers 
and distributors of imported used clothing, an element of gharar is present—
specifically, uncertainty regarding the goods being purchased—because 
sellers are not permitted to inspect the items inside the bags before they are 
shipped. This constitutes a form of gharar that is not permitted in Islam. 

Keywords: Fiqh Muamalah, Buying and Selling, Imported Used Clothing, 
Gharar, DSN-MUI Fatwa 
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PENDAHULUAN 

Pasar merupakan tempat interaksi antara pembeli dan penjual untuk 

melakukan transaksi penjualan barang dan jasa. Aktivitas perdagangan 

adalah kegiatan yang menjadi sarana pemuas kebutuhan manusia, baik 

kebutuhan sandang, pangan, maupun rezeki. Hal ketiga ini merupakan bahan 

dasar yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Objek jual beli harus dalam 

kondisi dan kualitas yang baik, agar konsumen tidak kecewa atau merasa 

dirugikan.1 

Proses impor biasanya berupa impor barang atau tebusan dari negara 

lain ke negara itu, Impor barang dalam jumlah besar biasanya memerlukan 

intervensi bea cukai di negara pengirim dan penerima. Di Indonesia sendiri, 

saat ini praktik impor pakaian bekas tersebar hampir di seluruh wilayah.2 

Jual beli pakaian bekas merupakan salah satu bentuk muamalah yang 

memerlukan interaksi dalam kehidupan komersial. Pertemuan antara penjual 

dan pembeli yang terhubung berdasarkan ijab dan qabul sangat penting, serta 

harus memahami hukum dan aturan jual beli. Islam juga mengajarkan bahwa 

hubungan manusia dalam masyarakat harus diwujudkan berdasarkan aspek 

kemanfaatan dan menghindari mudarat.3 

Saat ini, jual beli sudah berkembang seiring dengan kebutuhan zaman. 

Jual beli tidak hanya terjadi antardaerah, tetapi juga antarnegara. Ini disebut 

ekspor dan impor. Sekarang banyak pakaian bekas yang diimpor ke Indonesia 

dari Korea, Jepang, Hong Kong, China, Malaysia, dan Singapura. Ini adalah 

area aktivitas di mana beberapa orang memiliki modal untuk mendirikan 

bisnis pakaian bekas impor. Banyak pemasok pakaian bekas impor dengan 

harga yang terjangkau. Hal ini menarik banyak pembeli, terutama masyarakat 

umum. Mereka berpikir membeli pakaian bekas impor tidak akan menjadi 

Masalah karena harganya lebih murah dibanding baju baru yang dijual di 

toko-toko, dikarenakan pakaian bekas impor masih layak Digunakan oleh 

penduduk setempat. Itu pun berdampak dari pakaian impor lama untuk 

kesehatan cukup berbahaya, karena termasuk pakaian dengan banyak bakteri 

yang tidak hilang bahkan setelah beberapa kali pencucian. Jika masalah ini 

 
1May Shinta Retnowati, Aisy Rahmania, M. Ilham Nazaruddin, Pelatihan Pemasaran 

Produk UMKM Desa Prayungan Pada Pasar Digital (E-commerce), Educate: Journal of 
Community Service in Education, Vol. 2, No. 1, 2022. 

2Azizah Fatah, Deya Alvina Puspita Sari, Isnaini Syifa Irwanda, Pengaruh Larangan 
Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift, Jurnal Economina, Vol. 2, No. 1, Januari 2023. 

3Muh Fudhail Rahman, Hakekat dan Batas-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah, 
Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, Vol. 5, No. 3, 2018. 
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tidak ditangani secara konsisten, hal itu akan menyebabkan lebih banyak 

masalah.4 

Kondisi seperti ini muncul karena perekonomian yang sangat lemah 

dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Seharusnya setiap 

barang yang akan dibeli harus dilihat secara langsung untuk mengidentifikasi 

apakah barang tersebut cacat atau tidak. Kareìna teìrgantung Bahasa keìcacatan 

itu seìndiri, apa pun yang dapat meìnceìgah iteìm teìrseìbut muncul yang 

meìngurangi keìaslian objeìk.5  

Oleìh kareìna itu, seìbagian beìsar pakaian beìkas beìrsumbeìr dari luar 

neìgeìri dan diimpor keì dalam neìgeìri. Teìrdapat reìsiko bahaya teìrhadap 

keìseìhatan manusia dan makhluk hidup lainnya, seìhingga tidak baik dan tidak 

aman bagi keìbutuhan dan cara hidup masyarakat umum. dalam hal ini 

Keìmeìnteìrian Peìrdagangan meìmbuat Peìraturan Nomor 18 Tahun 2021 teìntang 

Barang dilarang Eìkspor dan Barang dilarang Impor teìrdapat di Pasal 2 Ayat 

(3) beìrbunyi “Barang dilarang Impor Beìrupa kantong beìkas, karung beìkas, 

dan pakaian beìkas”. Perbuatan ini dapat menimbulkan dampak buruk 

terhadap pakaian pabrik dalam negeri hasil karya anak bangsa yang 

mengakibatkan kerugian lainnya.6 

Oleìh kareìnanya seìtiap masyarakat harus sadar akan adanya hukum 

dan peìraturan teìrutama masyarakat di kota Banda Aceìh dan kalangan lainnya 

yang teìrkeìna dampak buruk dari peìnjualan maupun peìmbeìlian dari luar neìgri 

(Impor) barang atau pakaian beìkas. 

Situasi ini terjadi karena orang berpikir bahwa menjual pakaian bekas 

dapat menghasilkan banyak uang. Namun, kenyataannya, jual beli pakaian 

bekas dilarang. Ada aturan yang sangat tegas tentang larangan atas praktik 

tersebut. Sebagian orang tergiur membeli baju bekas impor dari luar negeri 

karena tergiur dengan baju impor dari luar negeri, dengan merek terkenal dan 

harga yang cukup mahal. Meìnurut orang-orang yang meìmbeìli pakaian beìkas, 

meìreìka bahkan tidak meìnganggap barang-barang teìrseìbut ileìgal, faktanya 

tidak ada jaminan keìbeìrsihan dan keìseìhatannya, meìski sudah dibeìrsihkan 

beìrkali-kali.  

 
4Selviana Samudera, Sophia Al Haniva, Rakha Fairuz Sakhi, Strategi Kementerian 

Perdagangan Dalam Menangani “Thrifting” di Pasar Senen, Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan 
(JPK), Vol. 5, No. 3, Agustus 2024. 

5Ahmad Azhar Basir, Azas-azas Hukum Muamalah, (Yogyakarta: Fakultas UII,1993), hlm 
83. 

6Ardiansyah, Relevansi Maqasid Syariah Terhadap Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas 
di Indonesia, Tahkim : Jurnal Peradaban & Hukum Islam, Vol. 6, No. 2, 2023. 
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Tindakan setiap orang terbatas sehingga tidak melanggar aturan yang 

benar atau beralasan, dan bahwa semua tindakan tersebut dapat dikatakan 

benar karena mengikuti syariat Islam atau hukum Islam. Jika keseharian 

manusia tidak dibatasi oleh hal-hal yang jahat, orang dapat melakukan hal-

hal yang dilarang oleh Islam, dalam hal ini, mencari nafkah untuk bertahan 

hidup. Meìngeìnai uang, Orang dapat meìlakukan apa yang dinginkan untuk 

meìnghasilkan uang dan ada orang yang meìlakukannya meìmoneìtisasi atau 

meìmbeìnarkan seìcara tidak beìnar deìngan cara apa pun. 

Meìnurut peìrnyataan peìnjual pakaian thrifting beìrnama Najwa peìmilik 

toko di salah satu kawasan Uleìeì Kareìng, peìnjual meìmpeìroleìh pakaian beìkas 

yang dikeìmas dalam karung beìsar (peìrbal). Namun ada kala peìnjual tidak 

dapat meìmastikan kondisi pakaian thrifting yang teìrdapat di dalam karung 

teìrseìbut deìngan yakin. Ada kasus dimana peìnjual dan peìmbeìli pakaian beìkas 

dalam jumlah beìsar meìmbeìli dari distributor namun tidak seìmua pakaian di 

dalam karung teìrseìbut layak atau seìsuai yang dinginkan. Teìrkadang teìrdapat 

barang yang tidak dapat dijual keìmbali deìngan keìuntungan yang tinggi. 

Keìmudian, jika ada barang yang rusak Distributor harus meìmbeìrikan ganti 

rugi seìsuai deìngan jumlah keìrusakan barang. Teìtapi Rata-rata jika barang 

rusak, peìnjual tidak mau meìnanggung reìsiko Dan itu akan meìnjadi tanggung 

jawab peìmbeìli.7  

Meìnurut peìrnyataan peìnjual pakaian beìkas impor beìrnama Sutrisno8 

peìmilik toko salah satu peìnjual pakaian beìkas impor, peìnjual meìmpeìroleìh 

pakaian beìkas impor yang di keìmas dalam karung (peìrbal) dan peìrpacking, 

namun teìrkadang peìnjual tidak dapat meìmastikan pakaian beìkas impor yang 

kirimkan apakah seìmuanya layak dapat digunakan atau tidak, dalam pakaian 

beìkas impor di dalam Bal teìrdapat seìtidaknya 10-15 pakaian direìjeìct (tidak 

layak pakaian) yang beìrisikan pcs teìrdiri dari baju, ceìlana, dasi, topi, seìpatu, 

dan lain-lain. Dan biasanya pakaian beìkas impor beìrasal dari koreìa, Jeìpang 

dan Malaysia yang modal kotornya meìcapai Rp.8.000.000 dari distributor 

teìrgantung beìntuk peìsanan seìpeìrti apa. Distributor pada dasarnya 

meìngirimkan seìsuai peìsanan si peìnjual tapi Distributor tidak meìnanggung 

atau ganti rugi atas pakaian yang direìjeìct teìrseìbut dikareìnakan sudah meìnjadi 

reìsiko dalam jual beìli pakaian beìkas dan itu pakaian illeìgal. 

 
7Najwa (28 tahun), Penjual Pakaian Bekas Impor, Wawancara, Kota Banda Aceh, 20 

Januari 2025 

8Sutrisno (34 tahun), Penjual Pakaian Bekas Impor, Wawancara, Kota Banda Aceh, 22 
Januari 2025 
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maka dari peìnjeìlasan narasumbeìr teìrdapat unsur gharar 

(keìtidaktahuan) dalam pakaian beìkas yang di kirim seìcara diseìngaja, yang 

dimana seìtiap bal-bal yang dikirim meìnyeìmbunyikan keìcatatan pada objeìk 

jual beìli yaitu pakaian beìkas yang impor dan di keìmas. Dan tidak layak 

digunakan untuk dijual Keìmbali meìngakibatkan adanya pihak yang 

dirugikan dalam hal teìrseìbut yaitu peìmbeìli. Seìlain itu peìnjual juga meìraup 

keìuntungan yang beìsar dari hasil jual beìli teìrseìbut. Hal ini beìrteìntangan 

deìngan prinsip keìjujuran dan keìteìrbukaan yang diharapkan dalam transaksi 

jual beìli meìnurut hukum Islam. 

 Padahal Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 Teìntang Akad 

Jual Beìli yang sudah diteìtapkan apabila tidak seìsuai deìngan keìteìntuan 

muamalah. Jual beìli dihalalkan dan dibeìnarkan agama, namun harus 

meìmeìnuhi syarat dan rukun jual beìli. Rukun dan syarat jual beìli adalah 

keìteìntuan-keìteìntuan dalam Jual beìli yang harus dipeìnuhi agar jual beìlinya 

sah meìnurut hukum syara’ (hukum Islam). Adapun syarat dan rukun jual beìli 

antara lain: peìnjual dan peìmbeìli, Shighat atau ungkapan ijab kabul, barang, 

dan nilai tukar.9 

Jual beìli gharar beìrarti jual beìli yang meìngandung Faktor peìnipuan.10 

Gharar adalah transaksi di mana ada unsur keìgeìlapan, speìkulasi, keìraguan 

yang meìnyeìbabkan keìtidakjujuran dalam beìrtransaksi.11 

Beìrdasarkan uraian di atas, meìnarik untuk dikaji leìbih dalam 

bagaimana tinjauan hukum Islam teìrhadap praktik jual beìli pakaian beìkas 

impor dan hasil peìneìlitian ini diharapkan meìmiliki manfaat, baik seìcara 

teìoritis dan praktis. Seìcara teìoritis diharapkan peìneìlitian ini dapat meìmbeìri 

sumbangsih dalam ilmu peìngeìtahuan yakni meìpeìrluas wawasan dan 

reìfeìreìnsi pada bidang jual beìli. Seìdangkan seìcara praktis, hasil peìne ìlitian ini 

diharapkan dapat meìmbeìri gambaran bagaimana praktik jual beìli pakaian 

beìkas impor di Banda Aceìh, seìhingga mampu meìmbeìrikan peìmahaman 

seìcara meìndalam keìpada masyarakat teìrkait praktik jual beìli pakaian beìkas 

impor di kota Banda Aceìh. 

 

 
9Syaik Abdillah, Annisa Syifaulhuda, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli 

Makanan Tanpa Harga, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vo;. 2, No. 1, 2023. 

10Azzahra Kamila Cahyani Masdar, Lailatun Nadira, Nuradilla, Wismanto, Model 
Penjualan Ketidakpastian Dalam Transaksi, MARAS : Jurnal Penelitian Multi Disiplin, Vol. 2, No. 
1, 2024. 

11Siti Sofiah Rahmawati, Ahmadih Rojalih Jawab, Konsep Dasar Gharar, Ulil Albab: Jurnal 
Ilmiah Multi Disiplin, Vol. 2, No. 11, 2023. 
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METODE PENELITIAN 

Jeìnis peìneìlitian yang diguìnakan dalam kajian ini adalah jeìnis peìneìlitian 

kuìalitatif deìngan meìtodeì stuìdi lapangan deìngan peìndeìkatan analisis 

deìskriptif. Meìtodeì ini dipilih kareìna dapat meìmbeìrikan peìmahaman yang 

meìndalam teìntang tinjauìan fiqh muìamalah teìrhadap praktik juìal beìli pakaian 

beìkas impor, jeìnis peìneìlitian ini juìga meìmuìngkinkan uìntuìk meìnggali 

informasi seìcara deìtail dan meìnyeìluìruìh meìngeìnai praktik juìal beìli pakaian 

beìkas. Deìngan meìngguìnakan meìtodeì ini, pe ìneìliti akan dapat meìngeìksplorasi 

beìrbagai faktor yang meìmpeìngaruìhi praktik juìal beìli pakaian beìkas impor, 

teìrmasuìk faktor buìdaya, sosial dan eìkonomi. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang: Akad Jual 

Beli 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama ìndoneIndonesia (DSNI-MUI) adalah 

dewan khuìsuìs uìntuìk meìngeìluìarkan fatwa teìrkait fikih muìamalah.12 Salah 

satuì tuìgas uìtama DSN-MU ìI adalah meìnyeìlidiki, meìneìlaah, dan meìruìmuìskan 

nilai seìrta prinsip huìkuìm Islam dalam beìntuìk fatwa uìntuìk meìnjadi peìdoman 

dalam aktivitas eìkonomi seìcara uìmuìm, teìruìtama teìrkait deìngan transaksi di 

Leìmbaga Keìuìangan Syariah (LKS).13 

Peìngakuìan teìrhadap fatwa-fatwa DSN-MU ìI seìbagai panduìan tuìnggal 

dalam meìnjalankan opeìrasional eìkonomi dan keìuìangan syariah beìrtuìjuìan 

uìntuìk meìnguìrangi peìrbeìdaan inteìrpreìtasi syariah yang dapat meìnghasilkan 

peìrbeìdaan dalam peìneìtapan huìkuìm teìrkait kasuìs-kasuìs yang muìncuìl. 

Peìntingnya hal ini dikareìnakan domain peìneìtapan huìkuìm Islam dan 

karakteìristik fikih yang leìntuìr sangat luìas dan sangat dipeìngaruìhi oleìh 

beìrbagai faktor yang meìmeìngaruìhi peìneìntuìannya. 

Fatwa DSN-MU ìI meìngikuìti peìdoman dari komisi fatwa MU ìI yang 

meìneìtapkan bahwa seìtiap masalah haruìs disuìsuìn beìrdasarkan Al-Quìr’an, 

hadis, ijmak, dan qiyas. Seìbeìluìm fatwa diteìrbitkan, pandangan para imam 

mazhab teìntang masalah yang akan dibahas seìrta dalilnya haruìs dipeìriksa 

 
12Muhammad Izazi Nurjaman, Dena Ayu, Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN MUI 

Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis di Lembaga Keuangan Syariah, al-Iqtishod: Jurnal 
Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, Vol. 9, No. 2, 2021. 

13Ichwan Ahnaz Alamudi, Sulaiman Kurdi, Ahmadi Hasan, Kedudukan Fatwa Dewan 
Syariah Nasional Dalam Kerangka Politik Hukum Nasional, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 
7, No. 1, 2024. 
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deìngan teìliti.14 Se ìiring beìrjalannya waktuì, DSN-MU ìI teìlah meìnge ìluìarkan 

beìrbagai fatwa, teìrmasuìk yang teìrkait deìngan eìkonomi syariah seìpeìrti Fatwa 

DSN-MU ìI Nomor: 110/DSN-MU ìI/IX/2017. 

Fatwa teìrseìbuìt me ìnjeìlaskan bahwa akad juìal beìli meìnuìruìt Keìteìntuìan U ìmuìm 

dalam Fatwa DSN-MU ìI Nomor: 110/DSN-MUìI/IX/2017 adalah peìrjanjian 

antara peìnjuìal (al-ba'i) dan peìmbeìli (al-muìsytari) yang meìngakibatkan 

peìralihan keìpeìmilikan barang yang dipeìrdagangkan (barang [mabi'/muìtsman] 

dan harga [tsaman]).15 

  Juìal beìli ini adalah tindakan huìkuìm yang meìngakibatkan peìralihan 

hak atas barang dari peìnjuìal keì peìmbeìli, seìhingga haruìs meìmeìnuìhi ruìkuìn dan 

syarat sahnya juìal beìli.16 Peìnjeìlasan meìngeìnai juìal beìli juìga dapat diteìmuìkan 

seìcara singkat dalam Fatwa DSN-MU ìI Nomor: 110/DSN-MU ìI/IX/2017. 

Seìbagai beìrikuìt: 

1. Peìrsyaratan meìngeìnai sighat al-'aqd (ijab dan kabuìl) adalah seìbagai 

beìrikuìt: 

a. Peìrjanjian juìal beìli haruìs diuìngkapkan deìngan jeìlas dan teìgas 

agar dapat dimeìngeìrti oleìh keìduìa beìlah pihak, yakni peìnjuìal 

dan peìmbeìli. 

b. Peìrjanjian juìal beìli dapat dilakuìkan meìlaluìi beìrbagai cara seìpeìrti 

lisan, teìrtuìlis, isyarat, dan tindakan fisik, seìrta dapat dilakuìkan 

seìcara eìleìktronik seìsuìai deìngan prinsip-prinsip syariah dan 

keìteìntuìan huìkuìm yang beìrlakuì.17 

2. Peìrsyaratan teìrkait para pihak dalam akad juìal beìli adalah seìbagai 

beìrikuìt: 

a. Peìnjuìal (al-ba'i) dan peìmbeìli (al-mu ìsytari) dapat beìruìpa individuì 

atauì eìntitas yang dianggap seìtara deìngan individuì, teìrmasuìk 

yang meìmiliki statuìs huìkuìm atauì tidak, seìsuìai deìngan 

keìteìntuìan huìkuìm yang beìrlakuì. 

b. Peìnjuìal dan peìmbeìli haruìs meìmiliki peìngeìtahuìan yang 

meìmadai meìngeìnai huìkuìm (ahliyah) seìsuìai deìngan prinsip-

prinsip syariah dan peìratuìran huìkuìm yang beìrlakuì. 

 
14Muannif Ridwan, M. Hasbi Umar, Abdul Ghafar, Sumber-Sumber Hukum Islam Dan 

Implementasinya, Borneo: Journal of Islamic Studies, Vol. 1, No. 2, 2021. 
15Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSNMUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli. 
16Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: 

Sinar Grafika, 1994), hlm. 34. 
17Gini Gaussian, Luthfia Putri Fahira, Analisis Maqashid Syariah Tentang Jual Baju Bekas 

Impor (Thrift), Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 1, 2024. 
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c. Peìnjuìal dan peìmbeìli haruìs meìmiliki keìweìnangan (wilayah) 

uìntuìk meìlakuìkan peìrjanjian juìal beìli, baik ituì keìweìnangan yang 

inheìreìn (dimiliki oleìh peìnjuìal kareìna statuìsnya seìbagai peìmilik) 

mauìpuìn keìweìnangan seìbagai peìrwakilan (dimiliki oleìh peìnjuìal 

kareìna statuìsnya seìbagai wakil dari peìmilik atauì wali atas 

peìmilik), misalnya seìbagai wakil.18 

3. Keìteìntuìan teìrkait objeìk juìal beìli yaituì: 

a. Objeìk juìalan bisa beìruìpa barang atauì hak, dimiliki seìpe ìnuìhnya 

oleìh peìnjuìal. 

b. Objeìk juìalan haruìs seìsuìai syariah dan boleìh dipeìrdagangkan 

meìnuìruìt huìkuìm agama dan uìndang-uìndang yang beìrlakuì.  

c. Objeìk juìalan haruìs konkreìt, pasti, dan dapat diseìrahkan pada 

saat transaksi atauì seìsuìai keìseìpakatan jika meìngguìnakan 

meìtodeì juìal beìli teìrteìntuì.  

d. Jika objeìk juìalan adalah hak, beìrlakuì keìteìntuìan dari Fatwa MUìI 

dan peìratuìran huìkuìm teìntang Peìrlinduìngan Hak Keìkayaan 

Inteìle ìktuìal.19 

4. Keìteìntuìan dalam transaksi juìal beìli adalah seìbagai beìrikuìt:20 

a. Harga haruìs diteìntuìkan deìngan pasti pada saat transaksi, baik 

meìlaluìi neìgosiasi langsuìng, le ìlang, atauì teìndeìr. 

b. Peìnjuìal hanya wajib meìmbeìritahuìkan harga peìroleìhan dalam 

transaksi teìrteìntuì seìpeìrti juìal beìli muìrabahah, dan tidak 

diwajibkan dalam transaksi lainnya. 

c. Peìmbayaran harga bisa dilakuìkan seìcara tuìnai, ditangguìhkan, 

atauì dicicil. 

d. Harga dalam transaksi yang tidak tuìnai tidak haruìs sama 

deìngan harga dalam transaksi tuìnai. 

 

Beìrdasarkan hal di atas, masyarakat Indoneìsia meìmbuìtuìhkan panduìan 

yang jeìlas dalam meìlaksanakan transaksi juìal beìli. Meìskipuìn DSN-MUìI teìlah 

meìngeìluìarkan fatwa teìrkait transaksi juìal beìli uìntuìk beìrbagai seìktor bisnis, 

namuìn beìluìm ada fatwa induìk yang meìncakuìp seìluìruìh transaksi juìal beìli. 

 
18Kurniawaty, Sarah Puspita, Winda Ramayani, Wismanto, Transaksi Jual Beli Dalam 

Pandangan Islam, MARA: Jurnal Penelitian Multi Disiplin, Vol. 2, No. 1, 2024. 
 19Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 

110/DSNMUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli. 
20Ibid. 
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Oleìh kareìna ituì, DSN-MU ìI meìlihat peìrluìnya meìngeìluìarkan fatwa yang 

meìrangkuìm panduìan dalam transaksi juìal beìli uìntuìk dijadikan peìdoman. 

B. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor  

 Kota Banda Aceìh meìruìpakan ibuì kota dari provinsi Aceìh deìngan 

peìnyeìbaran pakaian beìkas impor yang beìgituì peìsat kareìna meìnjadi daeìrah 

deìngan poteìnsi yang sangat beìsar uìntuìk peìmasaran pakaian beìkas impor. 

Praktik juìal beìli pakain beìkas impor ini yang yang leìbih seìring diseìbuìt deìngan 

thrifting beìrkeìmbang beìgituì peìsat dan disambuìt baik oleìh masyarakat kota 

Banda Aceìh dan tidak seìdikit masyarakat yang reìla datang jauìh-jauìh dari 

beìrbagai daeìrah di seìkitaran kota Banda Aceìh uìntuìk juìga beìrbuìruì pakaian 

beìkas impor. Meìruìjuìk pada hasil wawancara deìngan sauìdara suìtrisno peìmilik 

toko Ct Storeì, seìorang peìnguìsaha yang me ìnggeìluìti bidang juìal beìli pakaian 

beìkas impor, ia me ìngatakan bahwa pakaian beìkas impor teìlah meìnjadi lahan 

bisnis yang sangat meìnjanjikan uìntuìk Seìbagian masyarakat deìngan modal 

seìadanya dan keìuìntuìngan yang beìsar.21 Hal deìmikian juìga dibeìnarkan oleìh 

seìorang peìnjuìal pakaian beìkas impor yang meìnjuìal meìlaluìi ruìmahnya, 

Ahmad Mauìlana yang dalam wawancara beìrsamanya meìngatakan: “saya 

suìdah beìrjuìalan pakaian beìkas impor ini seìjak tahuìn 2022, deìngan 

peìnghasilan rata-rata peìrbuìlan delapan sampai sembilan juìtaan peìrbuìlannya 

teìrgantuìng dari kuìalitas barang yang datang.”22 

Peìdagang pakaian beìkas meìmeìsan pakeìt atauì bal-bal pakaian dari 

distribuìtor atauì ageìn uìntuìk dijuìal keìmbali, distribuìtor meìmpeìroleìh pakaian 

beìkas teìrseìbuìt dari luìar neìgeìri dan meìnjuìalnya keìmbali keìpada peìdagang 

atauì masyarakat dalam beìntuìk pakeìtan atauì karuìng beìsar. Meìnuìruìt huìkuìm 

Islam, praktik juìal beìli haruìs dilakuìkan deìngan barang yang jeìlas beìntuìknya, 

juìmlahnya,kuìalitas seìhingga tidak ada ke ìcuìrangan, peìnipuìan dan uìnsuìr-

uìnsuìr yang dapat meìmbatalkan atauì tidak sahnya juìal beìli teìrseìbuìt.23 

Praktik juìal beìli pakaian beìkas impor dilakuìkan deìngan cara: peìnjuìal 

meìmeìsan dan me ìmbeìli pakaian beìkas impor dari distribuìtor luìar neìgeìri 

dalam beìntuìk karuìng atauì diseìbuìt (peìrbal) keìmuìdian meìnjuìalnya Keìmbali 

dalam beìntuìk satuìan, pakaian beìskas impor teìrseìbuìt dipeìsan oleìh peìnjuìal 

keìpada distribuìtor dari luìar neìgeìri meìlaluìi teìlpon atauì via chat, seìbagaimana 

 
21Sutrisno (34 tahun), Penjual Pakaian Bekas Impor, Wawancara, Kota Banda Aceh, 20 

Januari 2025 
22Najwa (33 Tahun), Penjual Pakaian Bekas Impor, Wawancara, Kota Banda Aceh, 20 

Januari 2025 
23Asmuliadi Lubis, Praktik Jual Beli Lapak Pasar di Desa Malangbong Kabupaten Garut 

Dalam Pandangan Islam, Al barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2, 
2023. 
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hasil wawancara deìngan sauìdara Sutrisno teìntang pakaian beìkas impor yang 

dijuìalnya, Sutrisno meìngatakan: 

“saya meìmeìsan pakaian beìkas impor meìlaluìi teìlpon atauì whatsapp 

deìngan cara meìnyampaikan kodeì barang keìpada ageìn, seìpeìrti kode ì barang 

uìntuìk pakaian laki-laki atauì kodeì barang uìntuìk pakaian peìreìmpuìan, seìteìlah 

meìnyampaikan kodeì, baruìlah uìangnya di transfeìr dan ageìn ke ìmuìdian 

meìngirim barangnya seìsuìai kodeì peìsanan kita”.  

Sutrisno juìga meìngatakan seìteìlah tibanya barang peìsanan tadi, 

seìlanjuìtnya peìnge ìceìkan teìrhadap barang yang sampai dan di pilah 

beìrdasarkan kuìalitasnya, yang masih baguìs disatuìkan deìngan yang masih 

baguìs, yang agak seìdikit ruìsak disatuìkan deìngan seìjeìnisnya, seìlanjuìtnya 

baruìlah dibawa uìntuìk dilauìndry keìmuìdiaan dipeìrjuìal beìlikan.24 

Beìrdasarkan keìteìrangan peìnjuìal pakaian beìkas impor yang dipeìroleìh 

dari hasil wawancara, dapat dikeìtahuìi bahwa peìnjuìal meìmpeìroleìh pakaian 

beìkas impor dari distribuìtor dalam beìntuìk karuìng yang didalamnya teìrdapat 

beìragam jeìnis pakaian deìngan kuìalitas yang beìragam juìga. Peìnjuìal tidak bisa 

meìmeìriksa karuìng isi pakaian teìrseìbuìt, meìreìka hanya bisa meìlihat kodeì yang 

teìrteìra dikaruìng yang seìsuìai deìngan peìsanannya. Baruìlah seìteìlah sampainya 

barang ditoko peìnjuìal meìmeìriksa barang satuì peìr satuì dan dipilah 

beìrdasarkan kateìgori kuìalitasnya dan keìmuìdian di cuìci uìntuìk dijuìal keìpada 

calon peìmbeìli. 

C. Tinjauan Gharar dan fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 

Tentang: Akad Jual BeliTerhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Kota 

Banda Aceh 

Praktik juìal beìli meìruìpakan keìseìpakatan tuìkar meìnuìkar barang 

deìngan barang diseìrtai hak keìpeìmilikan seìcara suìkareìla seìsuìai ke ìteìntuìan 

syariat Islam. Juìal beìli yang sah meìnuìruìt syariat Islam adalah juìal beìli yang 

meìmeìnuìhi keìteìntuìan-keìteìntuìan yang teìlah diatuìr dalam Islam, yaituì yan 

meìmeìnuìhi ruìkuìn dan syaratnya, kareìna ruìkuìn dan syarat meìruìpakan hal 

teìrpeìnting dalam transaksi juìal beìliuì, seìbab juìal beìli dapat dikatakan sah 

apabila meìmeìnuìhi keìduìa hal teìrseìbuìt.25 

 Di antara banyaknya beìntuìk juìal beìli, teìrdapat juìal be ìli yang 

diharamkan dan ada juìga yang dipeìrtanyakan huìkuìmnya, oleìh kareìna sangat 

peìting teìrhadap uìmat muìslim uìntuìk meìmahami dan meìngeìrti teìntang hal-hal 

 
2424Sutrisno (34 tahun), Penjual Pakaian Bekas Impor, Wawancara, Kota Banda Aceh, 20 

Januari 2025 
25Sri Ulfa Rahayu, Sahrudin, Sandrina Malakiano Ritonga, Analisis Jual Beli Dalam 

Perspektif Islam, El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 4, No. 2, 2023. 
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yang meìnjadikan juìal beìli teìrseìbuìt sah atauì batal, beìluìm lagi praktik juìal beìli 

adalah muìamalah yang dilakuìkan seìhari-hari oleìh masyarakat. Namuìn 

meìlihat fakta hari-hari ini banyaknya individuì yang meìnyampingkan hal 

teìrseìbuìt, banyaknya individuì yang tidak pe ìduìli akan bagaimana Praktik juìal 

beìli yang teìrjadi apakah seìsuìai deìngan syariat Islam atauì tidak, dan hanya 

meìmeìtingkan bagaimana meìrauìp keìuìntuìngan yang beìsar dan leìbih 

meìnguìtamakan ke ìuìntuìngan duìniawi dibanding meìngharapkan keìbeìrkahan 

atas uìsaha juìal beìli yang dilakuìkan.26 

 Fatwa DSN-MU ìI No. 110/DSN-MU ìI/IX/2017 diteìrbitkan seìbagai 

peìdoman dalam peìlaksanaan transaksi juìal beìli yang seìsuìai deìngan prinsip-

prinsip syariah. Dalam fatwa ini dijeìlaskan bahwa akad juìal beìli (al-bay’) 

adalah peìrjanjian antara peìnjuìal (al-ba’i) dan peìmbeìli (al-mu ìsytari) yang 

meìngakibatkan beìrpindahnya hak milik atas suìatuì barang deìngan imbalan 

(tsaman) teìrteìntuì.27 

 Beìrdasarkan fatwa DSN-MU ìI No: 110/DSN-MU ìI/IX/2017, beìrikuìt 

adalah jeìnis-jeìnis akad juìal beìli:28 

1. Bai’ al-mu ìsawamah: Juìal beìli deìngan harga yang diseìpakati meìlaluìi 

tawar-meìnawar; ra’suìl mal (harga peìroleìhan ditambah biaya) tidak 

wajib disampaikan oleìh peìnjuìal keìpada peìmbeìli. 

2. Bai’ al-amanah: Juìal beìli di mana ra’suìl mal wajib disampaikan oleìh 

peìnjuìal keìpada peìmbeìli . 

3. Bai’ al-mu ìzayadah: Juìal beìli deìngan harga teìrtinggi yang diteìntuìkan 

meìlaluìi tawar-meìnawar. 

4. Bai’ al-mu ìnaqashah: Juìal beìli deìngan harga teìreìndah yang juìga 

diteìntuìkan meìlaluìi tawar-meìnawar. 

5. Al-Bai’ al-hal: Juìal beìli deìngan peìmbayaran harga seìcara tuìnai, juìga 

dikeìnal seìbagai al bai’ al-muì’ajjal atauì naqdan. 

6. Al-Bai’ bi al-taqsith: Juìal beìli deìngan pe ìmbayaran yang dilakuìkan seìcara 

tangguìh. 

7. Al-Bai’ bi al-taqsih: Juìal beìli deìngan pe ìmbayaran yang dilakuìkan seìcara 

angsuìr atauì beìrtahap. 

8. Bai’ al-salam: Juìal beìli dalam beìntuìk peìmeìsanan barang deìngan kriteìria 

teìrteìntuì, di mana harga wajib dibayar tuìnai saat akad. 

 
26Maman Suryaman, Hasan Bisri, Prinsip-Prinsip dan Kaidah Dasar Transaksi dalam 

Sistem Ekonomi Syariah, Al Mashalih: Journal of Islamic Law, Vol. 4, No. 1, 2023.  
27https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb3f759876c5348a003135303

63236.html diakses 20 Juni 2025 
28https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/6 diakses 20 Juni 2025 
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9. Bai’ al-istishna: Juìal beìli dalam beìntuìk peìmeìsanan peìmbuìatan barang 

deìngan kriteìria teìrteìntuì, di mana peìmbayaran harga beìrdasarkan 

keìseìpakatan antara peìmbeìli dan peìnjuìal. 

10. Bai’ al-mu ìrabahah: Juìal beìli suìatuì barang deìngan meìneìgaskan harga 

beìlinya keìpada peìmbeìli, di mana peìmbeìli meìmbayar harga yang leìbih 

seìbagai laba. 

 

gharar dalam Fatwa DSN-MU ìI Nomor 110/DSN-MU ìI/IX/2017 

meìngacuì pada larangan praktik juìal beìli yang meìnganduìng keìtidakpastian 

atauì risiko yang tinggi. Gharar dianggap seìbagai eìleìmeìn yang me ìruìgikan 

dalam transaksi, kareìna dapat meìnyeìbabkan peìnipuìan dan keìtidakadilan 

antara pihak-pihak yang teìrlibat dalam juìal beìli.29 

Gharar dide ìfinisikan seìbagai juìal beìli barang yang tidak pasti, di mana 

salah satuì pihak tidak meìngeìtahuìi deìngan jeìlas teìntang objeìk transaksi, baik 

dari seìgi kuìalitas, kuìantitas, mauìpuìn harga. Fatwa ini meìneìkankan bahwa 

transaksi yang me ìnganduìng gharar haruìs dihindari uìntuìk meìnjaga keìadilan 

dan transparansi dalam peìrdagangan.30 

Fatwa ini juìga meìneìgaskan larangan uìnsuìr gharar (keìtidakjeìlasan) 

dalam akad juìal be ìli kareìna dapat meìnimbuìlkan keìtidakadilan dan keìruìgian 

bagi salah satuì pihak. Hal ini dinyatakan seìcara eìksplisit dalam ke ìteìntuìan 

beìrikuìt: 

“Objeìk juìal beìli haruìs dikeìtahuìi seìcara jeìlas oleìh keìduìa beìlah pihak, 

baik meìngeìnai jeìnis, sifat, uìkuìran, dan juìmlahnya.” 

keìteìntuìan ini meìnuìnjuìkkan bahwa uìnsuìr gharar seìcara teìgas ditolak dalam 

transaksi juìal beìli syariah, kareìna beìrteìntangan deìngan prinsip keìjeìlasan, 

keìadilan, dan keìpastian dalam muìamalah. 

 Adapuìn ruìkuìn yang wajib dan teìlah teìrpeìnuìhi dalam praktik juìal beìli 

pakaian beìkas impor di beìbeìrapa toko di kota Banda Aceìh seìbagai be ìrikuìt: 

1. Al-‘Aqidain ialah keìduìa beìlah pihak yang meìlakuìkan akad, yang mana 

dalam peìne ìlitian ini diseìbuìt deìngan peìnjuìal pakaian beìkas impor (al-

Ba’i) dan pe ìmbeìli pakaian beìkas impor (al-Muìsytari). 

2. Al-Sighat ialah uìcapan ijab dan qabuìl, yang dalam peìneìlitian ini adalah 

seìrah teìrima barang antara peìnjuìal dan peìmbeìli dalam transaksi juìal 

beìli pakaian beìkas impor. 

 
29https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/8764/1/SKRIPSI%20Doni%20Indrawan%20-

1902022005%20-%20HESY.pdf diakses 21 Juni 2025 
30 https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/download/773/684/1440 

diakses 20 Juni 2025  
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3. Al-ma’qu ìd ‘alaihi ialah objeìk juìal beìli, yang didalam peìneìlitian ini yaituì 

pakaian beìkas impor seìpeìrti jakeìt, bajuì, ceìlana dan lainnya. 

Disamping ituì teìrdapat syarat juìal be ìli yang teìlah diteìtapkan dan haruìs 

dipeìnuìhi dalam juìal beìli teìrseìbuìt seìhingga dianggap sah, diantara syarat-

syarat yang haruìs teìrpeìnuìhi ituì beìrkaitan deìngan pihak yang me ìlakuìkan 

transaksi dan objeìk transaksi atauì seìsuìatuì yang ditransaksikan. 

Syarat bagi pihak yang beìrtransaksi (peìnjuìal dan peìmbeìli) 

1. Meìmiliki uìnsuìr keìreìlaan antara peìnjuìal dan peìmbeìli 

Juìal beìli yang keìduìa beìlah pihak meìlakuìkan transaksi deìngan suìka 

sama suìka atauì keìduìanya ridha atas transaksi juìal beìli teìrseìbuìt, maka 

juìal beìli teìrseìbuìt dianggap sah. Seìbagaimana firman Allah Swt dalam 

peìnggalan suìrah al-Nisa ayat 29. 

 

نْكُمْ   ٓ انَْ تكَُوْنَ تِجَارَةً عَنْ ترََاضٍ م ِ  الَِّا

artinya “keìcuìali dalam peìrdagangan atas dasar suìka sama suìka 

diantara kamuì.31 

2. Teìrpeìnuìhi syarat keìlayakan transaksi bagi keìduìa beìlah pihak. 

Syarat keìlayakan beìrtransaksi yakni peìnjuìal dan peìmbeìli deìngan statuìs 

meìrdeìka, muìkallaf dan buìkan orang gila atauì hamba sahaya yang tidak 

meìmiliki izin majikan uìntuìk meìlakuìkan transaksi juìal beìli. 

3. Keìduìa beìlah pihak yang beìrtransaksi adalah peìmilih sah dari barang 

yang ditransaksikan, seìbagaimana sabda Rasuìluìllah dalam hadis yang 

diriwayatkan oleìh Ibnuì Majah, 

 لََّ يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ  

artinya “tidak halal meìnjuìal seìsuìatuì yang tidak eìngkauì miliki”.32 

 

Hadis ini meìneìrangkan bahwa dalam transaksi juìal beìli, barang yang 

dipeìrjuìal beìlikan haruìslah dimiliki seìpeìnuìhnya oleìh peìnjuìal. Dalam 

peìneìlitian ini barang yang dipeìrjuìal beìlikan oleìh beìbeìrapa toko di Banda 

Aceìh adalah milik uìtuìh dari peìnjuìal pakaian beìkas impor teìrseìbuìt, seìteìlah 

meìmbeìli dari distribuìtor. 

 
31Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Ummul Qura, 2017), 

hlm. 84. 
32Muhammad Nashiruddin al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, Jilid 2(Jawa Timur: 

Maktabah az-Zaen), hlm. 314. 
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Adapuìn syarat -syarat bagi objeìk yang ditransaksikan al-Ma’quìd ‘alaihi 

(barang yang dipeìrjuìalbeìlikan) seìbagai beìrikuìt:33 

1. Barang yang dipeìrjuìalbeìlikan adalah barang yang boleìh 

dimanfaatkan seìcara muìtlak. 

Praktik juìal beìli pakaian impor di kota Banda Aceìh meìruìpakan objeìk 

juìal beìli deìngan barang yang beìrmanfaat yakni pakaian. Pakaian 

adalah teìrgolong keìbuìtuìhan uìtama dan sangat dibuìtuìhkan oleìh 

manuìsia uìntuìk meìnuìtuìpi tuìbuìh, meìski pakaian yang dipeìrjuìalbeìlikan 

meìruìpakan pakaian beìkas namuìn pakaian teìrseìbuìt masih layak uìntuìk 

diguìnakan. 

2. barang yang dipeìrjuìalbeìlikan dan alat peìmbayaran haruìs bisa diseìrah 

teìrimakan. 

Barang yang menjadi objek transaksi adalah pakaian bekas impor 

yang diserahterimakan bersamaan dengan pembayarannya. 

3. Barang yang dipeìrjuìalbeìlikan dan alat peìmbayaran dikeìtahuìi oleìh 

keìduìa beìlah pihak. 

Barang yang dipeìrjuìalbeìlikan adalah pakaian beìkas yang dikeìtahuìi 

oleìh keìduìa beìlah pihak, peìmbeìli meìngeìtahuìi barang yang akan dibeìli 

dari peìnjuìal pakaian beìkas impor deìngan dating keì toko atauì deìngan 

beìrteìmuì peìnjuìal, keìmuìdian peìnjuìal meìneìrima uìang dari peìmbeìli atas 

peìnjuìalan yang dilakuìkan. 

 

Praktik juìal beìli yang teìrjadi di masyarakat akan teìruìs beìrkeìmbang 

seìiring deìngan peìrkeìmbangan zaman, meìlihat bagaimana teìknologi hari ini 

yang seìmakin peìsat yang teìruìs beìrkeìmbang hari deìmi hari, maka tidak 

meìnuìtuìp keìmuìngkinan praktik juìal beìli juìga akan meìngikuìti peìrkeìmbangan 

teìknologi, namuìn yang haruìs kita keìtahuìi adalah pada seìtiap transaksi juìal 

beìli haruìs lah seìsuìai deìngan norma-norma dan huìkuìm yang teìlah diatuìr 

dalam syariat Islam dan seìlaras deìngan maqasidh syar’iah, dapat 

meìnghadirkan manfaat atas muìamalah yang dilakuìkan dan teìrhindar dari 

hal-hal yang dapat meìruìgikan keìduìa beìlah pihak.34 

Rasuìluìllah Saw. Beìrsabda,35 

 
33Zora Febriena Dwithia Hidayat Putri, Penyuluhan Hukum Masyarakat Tentang 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Jurnal Dedikasi Hukum, Vol. 1, No. 2, 2021. 
34Jamaluddin, Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (al-Ba’i) Perspektif Islam, Jurnal 

Pemikiran Keislaman, Vol. 2, No. 2, 2017. 
35Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub ibn Mutir al-Lakhmi al-Syami al-Tabrani, al-Mu’jam 

al-Kabir, Juz 17, hlm. 317. 
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 الْمُسْلِمُ أخَُو الْمُسْلِمِ، وَلََّ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أخَِيهِ بيَْعًا فيِهِ عَيْبٌ إلَِّا بيَانَهُ لَهُ  

Artinya: “Seìorang muìslim adalah sauìdara bagi muìslim lainnya, maka tidak 

dihalalkan bagi seìorang muìslim Keìtika meìnjuìal keìpada sauìdaranya 

seìsuìatuì yang meìmiliki cacat, meìlainkan ia haruìs meìnjeìlaskan cacat 

ituì keìnapa”. 

  

Hadis ini meìneìrangkan bahwa seìbagai seìorang muìslim kita dilarang uìntuìk 

saling meìndzalimi dan saling meìruìgikan, kareìna hal teìrseìbuìt me ìruìpakan 

peìrbuìatan yang teìrceìla dan sangat dibeìnci oleìh Allah Swt., maka suìdah 

seìharuìsnya transaksi yang kita lakuìkan haruìs meìnguìtamakan keìjuìjuìran dan 

keìridhaan agar teìrhindar dari juìal beìli yang beìrsifat peìnipuìan dan 

keìbohongan. 

 Dari uìraian diatas teìrkait praktik juìal beìli pakaian beìkas impor di kota 

Banda Aceìh, jika ditinjauì dari peìrspeìktif fiqh muìamalah, maka praktik juìal 

beìli teìrseìbuìt teìlah seìsuìai dan meìmeìnuìhi ruìkuìn dan syarat juìal beìli 

dikareìnakan didasari olwh aspeìk keìridhaan, yakni peìnjuìal meìndapatkan 

bayaran atas pakaian beìkas yang ia juìal dan peìmbeìli meìndapatkan pakaian 

yang diinginkannya deìngan harga yang reìlatif muìrah. Disamping ituì barang 

yang diakadkan juìga dapat dikeìtahuìi deìngan jeìlas kuìalitas dan kondisinya, 

seìhingga peìmbeìli dibeìri ruìang uìntuìk meìmilih pakaian yang akan dibeìli dan 

meìlakuìkan neìgosiasi deìngan peìnjuìal uìntuìk meìndapatkan harga yang pas 

seìbeìluìm meìlakuìkan transaksi. Maka deìngan deìmikian tidak diteìmuìkan 

adanya uìnsuìr-uìnsuìr yang diharamkan dan dilarang dalam praktik juìal beìli 

pakaian beìkas impor di Banda Aceìh. 

 Seìdangkan uìntuìk transaksi yang dilakuìkan oleìh peìnjuìal dan 

distribuìtor meìnganduìng uìnsuìr gharar (keìtidakjeìlasan), dimana peìnjuìal 

pakaian beìkas impor pada saat meìmeìsan dan meìmbeìli barang keìpada 

distribuìtor dalam beìntuìk karuìng atauì diseìbuìt (bal), peìnjuìal tidak dapat 

meìngeìtahuìi seìcara pasti teìrkait kondisi dan kuìalitas seìrta juìmlah pakaian 

yang dikirimkan di dalam karuìng teìrseìbuìt. Dalam Islam suìdah diatuìr teìrkait 

objeìk juìal beìli yang haruìs dikeìtahuìi seìcara jeìlas kondisi, kuìalitas dan 

banyaknya barang, seìhingga dapat teìrhindar dari peìnipuìan. Seìbagaimana 

larangan Rasuìluìllah teìrhadap muìamalah yang meìnganduìng gharar seìbagai 

beìrikuìt:36 

مَ عَنْ بيَْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بيَْعِ الْغَرَرِ  
ُ عَليَْهِ وَسَلا ِ صَلاى اللَّا  نهََى رَسُولُ اللَّا

 
36Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih Muslim, Juz 5, 

hlm. 3. 
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Artinya: “Rasuìluìllah Saw. Meìlarang juìal beìli al-hashah dan juìal beìli gharar” 

 

Juìal beìli hasah dan gharar adalah praktik juìal beìli yang meìnganduìng 

uìnsuìr keìtidakjeìlasan, seìpeìrti contohnya meìnjuìal buìruìng yang seìdang teìrbang. 

Juìal beìli dan juìal beìli gharar dilarang kareìna meìnganduìng uìnsuìr 

keìtidakjeìlasan yang dapat meìruìgikan salah satuì pihak dalam seìbuìah 

transaksi. 

 Meski pun dalam praktiknya transaksi jual beli yang dilakukan penjual 

dan distributor mengandung unsur gharar, gharar tersebut termasuk ke 

dalam gharar Yasir, yakni gharar yang ringan dan dimaafkan.37 Seìbagaimana 

yang dilakuìkan ole ìh para sahabat seìmasa hiduìp Rasuìluìllah Saw. Para sahabat 

meìlakuìkan transaksi juìal beìli deìngan sisteìm Borongan, dan hal ini 

dipeìrboleìhkan oleìh syariat meìski teìrdapat uìnsuìr gharar ringan. Seìbagaimana 

hadis Rasuìluìllah yang diriwayatkan oleìh Abduìllah bin U ìmar seìbagai 

beìrikuìt:38 

 

كْبَانِ جِزَافاً فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ أنَْ نَبِيعهَُ حَتاى   كُناا نشَْترَِي الطاعَامَ مِنَ الرُّ

 نَنْقلُهَُ مِنْ مَكَانهِِ 
Artinya: “Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan dari para pedagang 

secara taksiran (tanpa ukur dan takaran), maka Rasulullah Saw. 

meìlarang kami uìntuìk meìnjuìalnya Keìmbali hingga kami 

meìmindahkannya dari teìmpatnya”. 

 

Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa praktik jual beli dengan 

sistem borongan adalah salah satu sistem jual beli yang dilakukan oleh para 

sahabat semasa hidup Rasulullah Saw. Dan beliau tidak melarangnya, hanya 

saja beliau melarang menjualnya kembali sampai memindahkannya dari 

tempat semula. Dan ini meìruìpakan peìrseìtuìjuìan Rasuìluìllah Saw atas boleìhnya 

meìlakuìkan praktik juìal beìli deìngan sisteìm borongan.  

Pada dasarnya praktik juìal beìli tidaklah sah apabila meìnyeìbabkan 

salah satyuì pihak ruìgi. Namuìn transaksi yang teìrjadi pada kasuìs peìneìlitian 

ini antara peìnjuìal dan distribuìtor de ìngan systeìm Borongan, tidak 

meìmpeìrmasalahkan teìrkait syarat seìrah teìrima barang teìrseìbuìt dan dianggap 

 
37Muhammad Izzam Affero, Imron Mustofa, Dinamika Konsep Gharar dalam Transaksi 

Keuangan Perspektif Ulama Fikih Klasik, Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, 
Vol. 5, No. 5, 2024. 

38Bahauddin ‘Abdurrahman ibn Ibrahim al-Maqdisi, al-Uddatu Syarhu al-Umdah, 
(kairo: Dar al-Hadist, 1423 H/2003 M), hlm. 244 
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seìbagai suìatuì hal yang dapat ditoleìrir atauì dapat dimakluìmi kareìna 

meìnghabiskan waktuì yang lama dan akan sangat meìnyuìlitkan pihak 

distribuìtor apabila haruìs meìmbuìka dan meìmeìriksa isi pakaian dalam karuìng 

satuì peìrsatuì.39 Disamping ituì pihak peìnjuìal yang meìmbeìli pakaian beìkas 

impor dari pihak distribuìtor teìtap meìmpeìroleìh keìuìntuìngan dari pakaian yang 

dijuìalnya. Seìpeìrti yang disampaikan oleìh sauìdari Najwa peìmilik toko Thrift 

Storeì Najwa me ìlaluìi wawancara deìngan yang beìrsangkuìtan, Najwa 

meìnjeìlaskan bahwa pakaian yang didapatkan dari distribuìtor teìtap 

meìnghasilkan keìuìntuìngan walauìpuìn teìrkadang kondisi dari beìbeìrapa 

pakaian teìrseìbuìt ada yang robeìk dan puìdar warnanya. Hal teìrseìbuìt suìdah 

meìnjadi syarat transaksi meìneìrima barang teìrseìbuìt dari distribuìtor yang tidak 

dipeìrboleìhkan uìntuìk meìmeìriksa isi dari karuìng seìbeìluìm barangnya sampai. 

Namuìn barang pakaian teìrseìbuìt masih bisa dijuìal seìteìlah dilakuìkan reìparasi 

teìrhadap keìruìsakannya dan meìncuìci deìngan beìrsih. Keìmuìdian jika 

meìndapatkan pakaian yang kuìalitas sangat buìruìk akan teìtapi masih layak 

dipakai akan teìtap dijuìal keìpada peìkeìrja yang meìmeìrluìkan bajuì khuìsuìs uìntuìk 

beìkeìrja seìpeìrti buìruìh banguìnan deìngan harga 10 ribuì sampai 15 ribuì peìr 

bajuìnya.40 

Peìrnyataan ini juìga dipeìrkuìat oleìh sauìdara Suìtrisno peìmilik toko Ct 

Storeì yang juìga peìnjuìal pakaian beìkas impor di Banda Aceìh, dalam 

wawancara deìngan sauìdara Suìtrisno41 ia meìnjeìlaskan juìga bahwa dari 

peìmbeìlian yang dilakuìkan teìrhadap satuì karuìng pakaian beìkas teìrseìbuìt 

walauìpuìn didalamnya teìrdapat beìbeìrapa barang yang kuìalitas reìndah tidak 

meìnjadikan peìnjuìal meìngalami keìruìgian, dikareìnakan beìbeìrapa pakaian 

yang ruìsak teìrseìbuìt masih dapat di peìrbaiki meìlaluìi proseìs peìrwatan khuìsuìs, 

jadi teìtap akan me ìndapatkan keìuìntuìngan dari hasil peìnjuìalan teìrseìbuìt. 

 Beìrdasarkan keìteìrangan yang disampaikan oleìh peìnjuìal pakaian beìkas 

impor di atas, dapat kita keìtahuìi bahwa bahwa pihak peìnjuìal tidak 

meìmpeìrmasalahkan dan meìmakluìmi jika pakaian beìkas yang dipeìroleìh 

dalam satuì karuìng dari distribuìtor tidak dapat dibuìka dan dipeìriksa seìbagai 

syarat seìrah teìrima barang teìrseìbuìt, walauìpuìn keìrap kali meìndapatkan 

beìbeìrapa pakaian yang ruìsak. Namuìn peìnjuìalan pakaian teìrseìbuìt tidak dapat 

 
39Sri Handayani, Asep Ramdan Hidayat, Tinjauan Fiqih Muamalah dan Perilaku 

Konsumen dalam Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Rumah Sistem Borongan, JRES: Jurnal Riset 
Ekoni Syariah, Vol. 2, No. 1, 2022. 

40Najwa (28 tahun), Penjual Pakaian Bekas Impor, Wawancara, Kota Banda Aceh, 20 
Januari 2025 

41Sutrisno (34 tahun), Penjual Pakaian Bekas Impor, Wawancara, Kota Banda Aceh, 22 
Januari 2025 
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dikateìgorikan keìdalam keìruìgian meìlainkan keìuìntuìngan seìhingga te ìrmasuìk 

keìdalam gharar Yasir (gharar yang ringan) yang dipeìrboleìhkan dan tidak 

meìruìsak sahnya akad. 

 

KESIMPULAN 

 Beìrdasarkan uìraian di atas dapat kita ambil beìbeìrapa keìsimpuìlan 

bahwa sisteìm praktik juìal beìli pakaian beìkas impor di Banda Aceìh dilakuìkan 

deìngan cara peìnjuìal meìmeìsan dan meìmbeìli pakaian beìkas impor dari 

distribuìtor dalam beìntuìk karuìngan deìngan syarat peìnjuìal tidak dapat 

meìmeìriksa isi dalam karuìng, seìhingga peìnjuìal tidak dapat meìngeìtahuìi 

kuìalitas dan kondisi pakaian beìkas yang dibeìlinya, kareìna pakaian beìkas yang 

dibeìli dalam karuìngan meìmiliki variasi dan kuìalitas yang beìragam seìhingga 

dibuìtuìhkan proseìs reìparasi dan peìrbaikan teìrhadap bajuì yang ruìsak. Namuìn 

hal ini tidak meìnghilangkan keìabsahan akad juìal beìli kareìna hal ini teìrmasuìk 

keìdalam gharar Yasir yang dipeìrboleìhkan dan sah dalam syariat Islam. 

 Jika kita lihat dan ditinjauì dari seìgi akad antara peìnjuìal dan peìmbeìli, 

praktik juìal beìli pakaian beìkas impor di Banda Aceìh seìcara geìne ìral teìlah 

meìmeìnuìhi ruìkuìn dan syarat juìal beìli yang teìlah diatuìr dalam fiqh muìamalah 

kareìna teìlah didasari aspeìk keìridhaan dan meìmeìnuìhi ruìkuìn dan syarat 

lainnya. Peìmbeìli meìndapatkan pakaian yang diinginkan deìngan harga yang 

reìlatif muìrah dan peìnjuìal meìndapatkan uìang atas barang yang dijuìal. 

Disamping ituì obje ìk transaksi yang dilakuìkan oleìh peìnjuìal dan peìmbeìli dapat 

dikeìtahuìi deìngan jeìlas kondisi dan kuìalitasnya, seìhingga peìmbeìli juìga dibeìri 

ruìang uìntuìk meìlakuìkan neìgosiasi deìngan peìnjuìal sampai meìndapatkan 

harga yang seìsuìai. Kareìna teìlah meìmeìnuìhi seìgala aspeìk ruìkuìn dan syarat juìal 

beìli maka praktik juìal beìli pakaian beìkas di Banda Aceìh teìlah seìsuìai deìngan 

syariat Islam. 
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